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Mengingat:

10.

11.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAY APURA
NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUS! IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JAYAPURA,

a  bahwa dengan tdah ditetapkannya Keputusan Menteri Daam Negeri
Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenisjenis Retribug
Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat 11, maka Retribus 1zin Mendirikan
Bangunan merupakan Jenis Retribus Daerah Tingkat 11;

b.  bahwa untuk memungut retribus sebagamana dimeksud pada huruf a,
perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;

1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propind
Otonom Irian Barat ddam Kabupaten-kabupaten Otonom di Proping Irian
Baat Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1961 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 2907 );

Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang

Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesa Tahun 1960 Nomor 156,

Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesa Nomor 2104);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1991 Nomor 76,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan Retribug

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propingd

Irian Barat Menjadi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2997);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara

Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribus Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3692);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan

Umum penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur
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Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pgjak Daerah dan Retribug Daearah;

12.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemungutan Retribus Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Retribusi;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis Retribus Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat 11;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Jayapura Nomor 6 Tahun 1990
tentang Susunan Organisas dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Jayapurg;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Jayapura Nomor 3 Tahun 1992
tentang Struktur Organisad dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat |1
Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat 1l Jayapura;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JAY APURA

MEMUTUSKAN:

Menetgpkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG

RETRIBUS! IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dagerah ini yang dimaksud dengan:

a

b.
C.
d

€.

Daerah addah Kabupaten Jayapura;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;

Kepada Dagerah addah Bupati Jayapura;

Pejabat adalah pegawa yang diberi tugas tertentu dibidang retribus sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongd, koperad, yayasan, atau organisas yang sgenis
lembaga, dana pensun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Retribus Perizinan Tertentu addah retribus atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana aau faslitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan;

Retribus 1zin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribus adaah pembayaran atas
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pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan,
termasuk merubah bangunan;

Waib Retribug adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribug diwgibkan untuk melakukan pembayaran retribug;

Masa Retrbus addah satu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi Wgib Retribus
untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;

Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunantbangunan yang secara langsung
merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian
termasuk pekerjaan menggdi, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan
pekerjaan mengadakan bangunan;

Merubah Bangunan addah pekerjaan mengganti bangunan yang ada, termasuk pekerjaan,
membongko dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut

Garis Sepandam addah garis khayal yang ditarik pada jalan dengan as jdan, as sungai, as pagar
yang merupakan batas antara bagian kepling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh
dibangun bangun-bangunan;

Koefisen Lantal Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lanta
bangunan dengan luas kapling/pekarangan;

Koefisen Tingkat Bangunan adalah bilangan pokok yang ditetgpkan atas dasar tinggi bangunan
yang diukur dari permukaan tanah sampal dengan titik terata dari bangunan tersebuit;

Koefisen Guna Bangunan adalah bilangan pokok yang ditetapkan atas dasar jenis manfaat
bangunan;

Koefisen Konstruks Bangunan adalah bilangan pokok yang ditetapkan aas dasar jenis
konstruks bangunan;

Surat Pendaftaran Objek Retribus Daerah yang sdanjutnya dapat disngkat SPdORD adalah
aurat yang dipergunakan oleh Wajib Retribus untuk melgporkan data objek retribus dan Wajib
Retribus sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribus yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan retribus Daerah;

Surat Ketetgpan Retribus Daerah, yang sdanjutnya disingkat SKRD adadah surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribus yang terutang

Surat Ketetgpan Retribus Dagrah Kurang Bayar Tambahan yang sdanjutnya disngkat
SKRDKBT, addah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribus yang telah
ditetgpkan;

Surat Ketetgpan Retribus Daerah Lebih Bayar yang sdanjutnya disingkat SKRDLB adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan, pembayaran retribus karena jumlah kredit
retribug lebih besar dari retribus yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribus Daerah, yang sdanjutnya disngkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribus dan atau sanks administras berupa bunga dan atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamekan, SKRDKBT dan SKRDLB yang digukan oleh Waib
Retribusi;

Pemeriksaan addah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data
dan atau keterangan lainnya ddam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewsgjiban
perpgakan daerah dan retribus berdasarkan peraturan perundang-undangan perpgakan daerah
dan retribus

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribus addah serangkaian kegiatan
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yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana (bidang retribus Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya

BAB II
NAMA, OBEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribus 1zin Mendirikan Bangunan dipungut retribus sebagai pembayaran aas
pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3
(1) Obyek Retribus adalah pemberian izin mendirikan bangunan;
(2) Tidak termasuk objek retribus adalah pemberian izin mendirikan bangunai kepada Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Pusat.
Pasal 4
Subyek Retribus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 5
Retribus 1zin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagal Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas
fektor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan rencana penggunaan bangunan dan
konstruks bangunan;

(2 Faktor-faktor sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan bab (koefisen).

(3) Besarnyakoefisen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a  Koefigen Luas Lanta Bangunan

No. LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
1 Bangunan dengan luas /d 100 M5 1,00
2. Bangunan dengan luas 101 s/d 250 M5 1,50

3. Bangunan dengan luas 251 s/d 1000 M5 2,50


http://www.djpp.depkumham.go.id

4. Bangunan dengan luas 1001 s/d 2000 M5 3,50
5. Bangunan dengan luas s/d 2000 M5 4,00
6. Bangunan dengan luas s/d 3000 M5 4,50
7. Bangunan dengan luas > 3000 M5 5,00

b.  Koefigen Tingkat Bangunan

No. TINGKAT BANGUNAN KOEFISIEN
1 Bangunan 1 lantai 1,00
2. Bangunan 2 lantai 1,50
3. Bangunan 3 lantai 2,50
4. Bangunan 4 lantai 3,00
5. Bangunan 5 lantal kestas 4,00

c.  Koefigen Guna Bangunan.

No. GUNA BANGUNAN KOEFISIEN
1 Bangunan Sosia 0,50
2 Bangunan perumahan 1,00

3. Bangunan faglitas umum 1,00
4. Bangunan pendidikan 1,00

5. Bangunan kelembagaarvkantor 1,50

6. Bangunan perdagangan dan jasa 2,00
7. Bangunan industri 2,00
8. Bangunan khusus 2,50
9. Bangunan campuran 2,75

10.  Bangunan lain-lain 3,00

d.  Koefigen Konstruks Bangunan.

No. JENIS KONSTRUKSI KOEFISIEN
1 Kongruks Sederhana 051

2. Kongruks Semi Permanen 15

3. Kongruks Permanen 2

4. Kongtruks Lux 3

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagal perkalian koefisen-koefisen sebagaimana dimaksud
padaayat (3) huruf asampal dengan huruf c.
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BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
() Prindp dan sasaran dalam penetapan tarif retribus didasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau sama dengan biaya penyeenggaraan pemberian izin;
(2) Biaya ssbagamana dimeksud pada ayat (1) meliputi biaya Pengecekan dan pengukuran lokas,
biaya pemetaan dan biaya trangportas pengawasan dan pengenddian.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Tarif ditetgpkan seragam untuk setiap bangunan;
(20 Besarnyatarif retribus ditetapkan sebesar Rp 500.000/izin.

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUS

Pasal 9

Besarnyaretribus yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribus sebagaimana dimaksud
dalam pasd 8 ayat (2) dengan tingkat pengunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasd 6 ayat (4).

BAB VIII
WILAY AH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribus yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribus adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetgpkan lain oleh
Kepaa Daerah.

Pasal 12

Saat terutangnya retribus addah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lan yang
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dipersamakan.

(1)
(2

©)

1)
2

©)

(1)
2

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

Waib Retribus wajib mengis SPdORD;

SPAORD sebagaimana dimeksud pada ayat (1) harus diis dengan jdas, benar dan lengkap serta
ditanda tangani oleh Wajib Retribus atau kuasanya;

Bentuk, 19, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepada Dagerah;

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Paal 14

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribug
terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

Apabila berdasarkan hasl pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribus yang terutang, meka
dikeluarkan SKRDKBT;

Bentuk, i dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagamana dimeksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
KepdaDagerah.

BAB XIlI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15
Pemungutan retribus tidak dapat diborongkan;
Retribus dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan
SKRDKBT.

BAB XIlI
SANKSI ADMINISTRAS

Pasal 16

Dalam hd Wagib Retribus tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanks administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setigp bulan dari retribus yang terus atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.


http://www.djpp.depkumham.go.id

(1)
(2

©)

1)

(2

1)
2
©)
(4)

©)
(6)

1)

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pesal 17

Pembayaran retribus yang terutang harus dilunas sekdigus,

Retribus yang terutang dilunas seiambat-lambatnya 15 (lima beas) hari sgak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribus diatur dengan Keputusan
KepdaDagerah.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

Retribus terutang berdasarkan SKRD aau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,
STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribus yang harus dibayar
bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wagib Retribus dapat ditagih meldui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

Penagihan retribus meldui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 19

Waib Retribus dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dagrah atau pgabat yang
ditunjukan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB,;
Keberatan digjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesa dengan diserta dasan-adlasan yang
jelas

Daam hd Wajib Retribus mengajukan keberatan atas ketetgpan retribus. Wajib Retribus harus
dapat membuktikan ke tidakbenaran ketetapan retribus tersebut;

Keberatan harus digukan dalam jangka waktu pding lama 2 (dua) bulan sgjak tanggd SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dari SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila
W4jib Retribug tertentu dapat menunjukkan bahwa jangkawaktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuassannya;

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimeksud ayat (2) dan (3) tidak
dianggap sebagai surat keberatan, sehingga dipertimbangkan;

Penggjuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribus dan pelaksanaan penagihan
retribug.

Pasal 20

Kepda Dagrah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sgak tanggal Surat Keberatan
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2
©)

1)
(2

©)

(4)

©)
(6)

1)

2
©)

1)
(2

diterima harus memberikan keputusan atas keberatan;

Keputusan Kepaa Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, atau
menambah besarnya retribus yang terutang;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimeksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak
memberikan suatu keputusan, keberatan yang digiukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN

Pasal 21

Atas kdebihan pembayaran retribus, Wagib Retribus depat menggukan permohonan
pengembalian kepada Kepaa Daerah;

Kepda Daerah ddam jangka wektu pding lama 6 (enam) bulan Sgak retribus diterimanya
permohonan kdebihan pembayaran retribus sebagam dimeksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tdah dilampaui dan Kepaa Daerah
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembdian kelebihan retribus dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paing lama 1 (satu) bulan;
Apabila Wajib Retribus mempunyal utang retribus lainnya, kelebihan pembayaran retribus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunas terlebih dahulu
utang retribus tersebut;

Pengembalian kelebihan pembayaran retribus sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paing lama 2 (dua) bulan sgjak diterbitkannya SKRDLB;

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribus dilakukan setdah lewat jangka waktu 2
(dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbaan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribug.

Pasal 22

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribus digukan secara tertulis kepada
Kepada Dagerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a  namadan damat Wgjib Retribus;

b. masaretribug;

Cc.  besarnyakelebihan pembayaran;

d.  dasanyang gngkat dan jelas

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribus di sampailkan secara langsung atau
melalui postercatat;

Bukti penerimaan oleh Pgjabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23
Pengembalian kelebihan retribus dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar

Kedebihan Retribus;
Apabila kelebihan pembayaran retribus  diperhitungkan dengan utang retribus lainya,
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(1)
(2

©)
(4)

1)

2

1)

2

1)

sehagamana dimeksud ddam Pesd 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagal bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS

Pasal 24

Kepada Dagerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan tretribug;

Pemberian pengurangan atau keringanan retribus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan kemampuan Wajib Retribus, antara lain untuk mengangsur;

Pembebasan retribus sebagaimana dimeksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada
masyarakat yang ditimpa bencana dam dan atau kerusuhan;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribug di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan retribus, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sgak saat terutangnya retribus, kecudi apabila Wajib Retribus meakukan
tindakan pidana dibidang retribug;

Kedauwarsa penagihan retribus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a  diterbitkan Surat Teguran; atau

b.  adapengakuan utang retribus dari Wajib Retribus baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Waib Retribusg yang tidak melaksanakan kewsgjibannya sehingga merugikan keuangan Daerah
diancam Pidana kurungan paing lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumiah retribug terutang;

Tindak Pidanayang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 27

Pejabat pegawa Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebhagal penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang retribus Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidang;
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(20 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a

J-

K.

menerima, mencari, mengumpulkan dan mendliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribus Daerah agar keterangan atau lgporan tersebut
menjadi lengkap dan jdlas;

mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidanaretribus Daerah;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribus Daerah;

memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribus Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli ddam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang
retribus Dagerah;

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribus Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka atau
sksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribus Oaerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan
menyampaikan hadl penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesua dengan ketentuan yang
diatur ddam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura yang mengatur
hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dagrah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
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Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggd diundangkan.
Agar stip orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dagerah Kabupaten Jayapura

Disahkan di Jayapura

padatangga 18 Juni 1999

BUPATI JAYAPURA,

CAPITTD

Ir. YAN PIETER KARAHR, M.Ec

Diundangkan di Jayapura
padatanggal 5 Agustus 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
Drs HLEMON NEROTOU

PEMBINA
NIP 640002560
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